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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat 

dan karuniaNya sehingga Foruk Konsultasi Publik Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Tapin dapat terlaksana sebagaimana di amanahkan Undang -

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa untuk 

percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan Permentan Nomor 16 

Tahun 2017 diperlukan peran serta penyelenggara pelayanan publik dan 

masyarakat selaku penerima layanan publik yang adil, transparan dan 

akuntabel. Dengan terlaksananya Forum Konsultasi Publik ini, diharapkan 

dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan pelayanan publik. 

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah berkonstribusi dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini, 

semoga bermanfaat khususnya dalam Pelayanan Publik. 

 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Tapin 

 

 

 

Ryza Ramadie, SE 

Pembina Utama Muda, IV/c 

NIP. 19740315 200003 1 004 
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A. PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. 

Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan 

masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). 

Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara 

dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas 

dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, 

dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait 

dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan 

saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan 

sebagai pengguna layanan. 

Penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan 

maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik 

mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai 

sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk 

melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain 

bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah 

untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan 

publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. 

Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara 

pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau 

meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal 

tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Dinas Ketahanan Pangan (DKP) 

Kabupaten Tapin. 

 

2. Tujuan  

FKP dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan evaluasi pelayanan yang 

telah dilaksanakan oleh DKP, diharapkan dapat masukan untuk perbaikan 

pelayanan dari para pengguna layanan (masyarakat) dan skpd terkait, sehingga jika 

dipandang perlu dapat melakukan perbaikan / revisi terhadap standar operasional 

pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan. sehingga diperoleh kebijakan yang efektif 

dalam peningkatan kualitas pelayanan publik 

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan (Dinas Ketahanan Pangan), 

sehingga dapat meminimalisir kebijakan yang merugikan publik/pengguna layanan. 
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Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi untuk mengetahui efektivitas kebijakan yang 

diterapkan, memperoleh kepastian pelayanan, menyelaraskan antara harapan 

publik dengan kemampuan peneyelenggara dan dapat meningkatkan peran 

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

 

3. Ruang Lingkup 

 Sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas 

Ketahanan Pangan, bahwa ada 6 pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh 

DKP Kabupaten Tapin, yaitu :  Pelayanan Ketersediaan Pangan (NBM, GPM), 

Pelayanan Penanganan Kerawanan Pangan (SKPG, PPH), Pelayanan Distribusi 

dan Cadangan Pangan, dan Pelayanan Dasar Cadangan Pangan Pemerintah. 
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B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

 Forum Konsultasi Publik (FKP) dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Tapin,  pada Hari Kamis Tanggal 07 Agustus 2025 bertempat di Aula 

Dinas Ketahanan Pangan dimulai jam 08.30 wita sampai selesai. 

2. Penyelenggara dan Peserta FKP 

 Penyelenggara kegiatan FKP adalah Dinas Ketahanan Pangan, dipimpin oleh 

Kepala Dinas,  bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang dan semua karyawan 

DKP.Peserta/undangan terdiri para Camat se Kabupaten Tapin, penerima manfaat 

pelayanan dan media masa (Tapin TV). 

 

3. Metode Pelaksanaan FKP 

 Metode pelaksanaan dilaksanakan dengan paparan expose pelaksanaan 

beberapa kegiatan dari masing-masing bidang. Kepala Dinas memberikan arahan 

tentang pentingnya melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang telah ditetapkan 

dalam standar pelayanan (SP) dengan tujuan memberikan pelayanan yang baik dan 

tepat sasaran. Setelah paparan/expose dari para kabid tentang pelayanan yang 

manjadi tugasnya dilanjutkan sesi tanya jawab dengan moderator sekretaris dinas.  

4. Sumber Input dan Tema FKP 

a. Sumber Input  

  Peserta Forum Konsultasi Publik terdiri dari Unsur Penyelenggara Pelayanan 

Publik, Unsur Masyarakat/Tokoh Masyarakat Penerima Manfaat dan Kecamatan serta 

media masa (Tapin TV). 

b. Tema FKP 

Forum Konsultasi Publik Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin “UPAYA 

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGA KABUPATEN 

TAPIN”. 
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c. Susunan Acara  

FKP dilaksanakan untuk evaluasi terhadap pelayanan yang telah dilaksanakan 

oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin periode Januari – Awal Agustus 

2025. Dengan susunan acara sebagai berikut : 

No Waktu (WITA) Acara 
Petugas/Penanggung 

Jawab 

1. 08.30 – 09.00 Registrasi Peserta Panitia 

2. 09.00 – 09.15 Pembukaan dan arahan Kepala Dinas 

3. 09.15 - 10.30 Paparan Materi 

• Gerakan Pangan Murah 

• Bantuan Pangan untuk 

masyarakat Miskin 

Para Kepala Bidang  

4. 10.30 – 11.15 Diskusi Seluruh Peserta 

5. 11.15 – 11.30 Kesimpulan Sekretaris 

6. 11.30 – 12.00 Penutup/Doa Panitia 
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C. HASIL PELAKSANAAN FKP 

 

1.    Identifikasi Masalah 

     Permasalahan yang dibahas dalam kegiatan FKP ini adalah meningkatkan 

penyelenggaraan pelayanan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) 

yang dilaksanakan periode Januari - Juli 2025, terdapat 6 pelayanan masyarakat yang 

dilaksanakan oleh DKP Kabupaten Tapin, yaitu :  Pelayanan Ketersediaan Pangan 

(NBM, GPM), Pelayanan Penanganan Kerawanan Pangan (SKPG, PPH), Pelayanan 

Distribusi dan Cadangan Pangan, dan Pelayanan Dasar Cadangan Pangan Pemerintah. 

Masing-masing terdapat 9 unsur pelayanan yang dinilai. Meliputi : 1). Persyaratan: 

Persyaratan adalah ketentuan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi; 2). 

Sistem, mekanisme dan prosedur, 3). Waktu penyelesaian, 4). Biaya/ tarif, 5). Produk 

spesifikasi jenis pelayanan, 6). Kompetensi pelaksana, 7). Perilaku pelaksana, 8). 

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, 9). Sarana dan prasarana.  

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :  

a. Biaya / tarif pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,09. Hal ini dikarenakan 

kegiatan ini adalah menjual sembako bersubsi. Dimana paket sembako yang 

seharusnya harga pasar Rp 188.000 hanya dibayar Rp 103.000,- artinya mendapat 

subsidi Rp 85.000 per paket. 

b. Waktu penyelesaian layanan yang mendapatkan nilai 3,13 adalah nilai terendah 

kedua. Dikarenakan pengguna layanan datang pada waktu yang hampir 

bersamaan, sehingga diperlukan antrian 

c. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu tentang penanganan 

pengaduan pengguna layanan mendapatkan nilai tertinggi 3,69 dari unsur layanan, 

tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam layanan mendapatkan nilai 3,47 

dan tentang prilaku petugas dalam pelayanan  mendapat nilai 3,38. 

Hasil SKM terhadap pelayanan Gerakan Pangan Murah diperoleh nilai rata-rata baik 

terhadap 9 unsur diatas. Total nilai IKM Unit layanan 82,90 (sangat Baik / A).  

 

Berdasarkan hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik yang dilakukan diperoleh 

masukan, aspirasi bahkan keluhan yang disampaikan oleh pengguna layanan. Adapun 

masukan, aspirasi dan keluhan yang disampaikan oleh publik sebagai berikut : 

✓ GPM sangat diminati karena bahan pangan yg dijual mendapat subsisi pemerintah, 

namun berbeda dengan harga beras umum di pasaran. Harga Eceran Tertinggi 

sebetulnya telah ditetapkan oleh pemerintah, namun dilapangan dijumpai harga 

yang berbeda-beda di setiap tempat membuat ketidakjelasan atau tidak dipahami 

setiap pelaku usaha untuk menetapkan harga sehingga kesulitan dalam 

mengimplementasikan. 
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✓ SOP tentang Gerakan Pangan Murah sudah cukup baik, namun diusulkan jumlah 

paket bahan pangan yang dijual lebih banyak dan item bahan pangan yang dijual 

lebih beragam. 

✓ Perlu adanya sosialisasi dari instansi berwenang untuk memberikan pemahaman ke 

masyarakat/konsumen tentang pangan segar yang dikonsumsi oleh masyarakat 

terkait ketetapan standarisasi residu bahan pangan yang beredar dipasar yang 

aman dikonsumsi oleh masyarakat. 

✓ Perlu adanya bantuan promosi bagi masyarakat petani/pedagang dalam pemasaran 

karena dirasakan kesulitannya membawa produk lokal keluar daerah sedangkan 

produk pangan luar daerah dengan mudah masuk ke pasar lokal 

2. Analisis 

Analisis permasalahan dalam Forum Konsultasi Publik :  

a. Perlu adanya koordinasi dengan Satgas Pangan untuk memantau harga bahan 

pangan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), sering dilakukan sidak terhadap ke 

pasar bersama Tim berwenang untuk memantau harga pangan sesuai ketentuan 

pemerintah, untuk melindungi konsumen.  

b. GPM sangat membantu masyarakat dalam menekan biaya pengeluaran rumah 

tangga. Jumlah paket dan jumlah item bahan pangan yang dijual lebih banyak. 

c. Mengenai bahan pangan segar yang dikonsumsi oleh masyarakat terkait 

ketetapan standarisasi residu bahan pangan yang beredar dipasar induk yang 

aman untuk dikonsumsi merupakan hal penting dalam memilah dan memilih  

bahan pangan yang aman untuk dikonsumsi dengan melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat terkait standarisasi yang aman untuk dikonsumsi. 

d. Penguatan kapasitas dan kualitas produk merupakan hal penting dengan cara 

melakukan standarisasi mutu produk sesuai target pasar luar daerah, 

pengemasan produk agar tidak rusak selama pengiriman dan melakukan 

pelatihan packaging.  
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3. Rencana Aksi 

Rencana aksi yang akan dilakukan berdasarkan rekomendasi kegiatan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan melakukan pemantauan secara 

bertahap. 

b. Mengusulkan anggaran GPM lebih banyak untuk tahun berikutnya, sehingga 

jumlah paket dan rbahan pangan yg dijual lebih beragam. 

c. Mengadakan sosialisasi terkait standarisasi yang aman untuk dikonsumsi 

d. Melakukan pemantauan secara bertahap terkait bahan pangan produk lokal. 
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D. PENUTUP 

Demikian Laporan Pelaksanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin.  

Hasil dari Forum Konsultasi Publik (FKP) diharapkan dapat menjadi acuan dalam 

menetapkan kebijakan dalam penyusunan standar operasional pelayanan publik, 

sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas ketahanan Pangan 

Kabupaten Tapin. 

Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua stakeholders sangat diperlukan agar 

Forum Konsultasi Publik (FKP) dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan.  

 

 

 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Tapin 

 

 

 

Ryza Ramadie, SE 

Pembina Utama Muda, IV/c 

NIP. 19740315 200003 1 004 
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Lampiran 1 Berita Acara yang ditandatangani 
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Lampiran II Salinan Daftar Hadir 
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LAMPIRAN III Surat Undangan 
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LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan 

 


